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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua
hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan dalam bidang
non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin)
dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek
seksual dan kemanusiaan dan relasi kemanusiaan. '

Mahar merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, yakni
pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan
sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap
istrinya sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan
tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap
kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya
secara ma’ruf’ Dengan adanya mahar dalam pernikahan, maka akan
terbedakan antara pernikahan dan perzinaan. Al-Qur’an menyebutkan dalam

(QS. An-Nisa’:4) :
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Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian yang seharusnya
diberikan oleh calon suami terhadap calon istrinya, pemberian yang dimaksud

adalah mas kawin atau mahar nikah yang jumlah besar kecilnya ditentukan

' Husein Muhammad, Figih Perempuan :Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender
(Yogyakarta : Lkis, 2001), 108.
?Ibn “Ali Al-Ansyari, A/-Mizan Al-Kubro (Semarang : Toha Putra, 2003), 116.
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atas kesetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan
dengan ikhlas.

Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah
dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi
Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa
perkawinan dalam hukum Islam adalah “Perkawinan merupakan akad yang
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah”’ Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan
menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang dalam hal
ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi beberapa

prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan dan keadilan antar keduanya.*

Mahar merupakan hak istri dari suami, dan pihak suami memberinya
dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai bentuk pertanyaan kasih
sayang dan tanggung jawab suami untuk kesejahteraan keluarganya.> Mahar
merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri, dan
orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya meskipun

suaminya, kecuali dengan kerelaan istri.’ Dalam Aadist dijelaskan:
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* Amiur Nuruddin dan Azhari Kemal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : studi kritis
perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (jakarta : Prenada Media
Grup, 2004), 38.

* Abdurrahman Ghozali, Figih Munakahat (Jakarta : Kencana, 2006), 85.

® Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta : Bulan Bintang,

1993), 5.

® Ibid, 8.



“Dosa paling besar di sisi Allah ialah orang yang menikahi wanita lalu
ketika telah menyelesaikan hajatnya darinya, maka dia menceraikannya dan
pergi dengan membawa maharnya, orang yang mempekerjakan seseorang lalu
pergi dengan membawa upahnya dan seorang yang membunuh binatang
dengan sia-sia.”

Nabi SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin
untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat
dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cicin dari besi, akan tetapi perlu
di ingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada para istri untuk
mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah
sunnah.” Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan,
oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar

ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan.
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Artinya: Nabi berkata “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran?” Ia
menjawab “lya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata
“Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” Dia menjawab “Iya”. Nabi

berkata “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar
mengajarkan Alqur’an”.

Berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan Hadist yang tidak menyebutkan
batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam madzab, baik itu
Syafi’i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal
dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal
mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal

mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari

7 Abdul Qodir Jaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya : PT. Bina [Imu, 1995), 120.



tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga

dirham.®

Selain pendapat madzab empat tersebut, madzab Syafi’iyyah
mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk
memperoleh manfa’at dari istri (istimta’). Keuntungan ini berlaku pada semua
akad nikah, baik yang sal/ih ataupun yang fasid’ Bahkan lebih ekstrim lagi,
imam Syafi’i menyebutkan apa saja yang membolehkan, baik dengan harga,
jual-beli ataupun sewa menyewa.'® Maka kebolchan tersebut juga berlaku bagi
wanita melalui urusan mahar ini. Pendapat tersebut juga digunakan malikiyah,
mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya memngakibatkan
pernikahan tidak sah. Tapi tetap sah pernikahannya walaupun tidak
disebutkan mahar dalam akad nikah. '

Pendapat madzab lainnya mengenai mahar juga disampaikan oleh As-
syaukani, madzab Syaukani berpendapat bahwa mahar adalah hanyalah
kebiasaan, bukan syarat maupun rukun nikah, sedangkan hal yang bisa
dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil
manfaatnya.'> Untuk itulah Hanafiyah tidak mengkategorikan mahar sebagai

kewajiban atau sesuatu yang wajib ada dalam akad nikah."’

® Mughniyah Muhammad Jawad, Figih Lima Madzab (Jakarta : Lentera, 2007), 364.

° Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh ‘Ala Al-Madhab Al-Arba’ah (Beirut : Dar Al-Fikr,
tt), [V:94.

' Mahmud Matrahi, Mukhtasar Al-Muzni ‘Ala Al-Umm (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,
1994), 1X: 92.

" Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh ‘Ala Madhab Al-Arba’ah ..., TV : 12.

2 Mahmud Ibrahim Zaid, Al-sail Al-Jarar Al-Mutadafiga ‘Ala Hadaiqa Al-Azhar (Beirut
Dar Al-Kutub Al-‘Tlmiyah, tt), IT : 262.

Y Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh ‘Ala Al-Madhab Al-Arba’ah ..., 1V: 13.



Indonesia sendiri telah mengatur tentang mahar bagi yang hendak
melakukan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 30 tentang mahar yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria
wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk
dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak’”. Sedangkan penetuan
syaratnya mahar dijelaskan dalam pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum

Islam.'*

Mahar juga mengalami beberapa modernisasi. Modernisasi bentuk
mahar yang terjadi adalah suatu pengindahan dengan cara menghias mahar
pernikahan dan sudah menjadi kebiasaan atau fren di masyarakat, banyak
masyarakat yang mengemas atau memberikan mahar dengan menghiasnya
terlebih dahulu, tidak seperti zaman dahulu yang dalam prakteknya mahar
diberikan secara langsung tanpa dihias. Mengapa banyak ditemukan adanya
pengindahan mahar atau modifikasi mahar pernikahan, alasan para calon
pengantin kebanyakan adalah hanya karena sebuah fren. Lalu bagaimanakah
dalam hukum islam mengatur tentang menghias mahar tersebut. Karena ini
merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya menghias

mahar dalam perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa terhadap modernisasi
mahar nikah menurut hukum Islam, dengan studi kasus dilakukan di Kantor

Urusan Agama Jambanan Surabaya dalam penelitian yang berjudul “Analisis

' Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 30.



Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di Kantor Urusan Agama

Jambangan Surabaya”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Setelah pemaparan latar belakang masalah, maka perlu untuk
mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan membatasi masalah-
masalah tersebut dengan identifikasi dan batasan masalah.
a. Identifikasi masalah
Dari beberapa pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa
identifikasi masalah, diantaranya adalah :
1. Mahar sebagai hak istri dan kewajiban suami
2. Hukum mahar nikah dalam Islam, figih dan Kompilasi Hukum
Islam
3. Pendapat madzab — madzab dan ulama’ tentang mahar nikah
4. Batasan atau ukuran jumlah mahar nikah dan konsep
kesederhanaan dalam mahar
5. Pengaruh modernisasi dalam pemberian mahar serta kebiaasan
masyrakat untuk menghias mahar

b. Batasan Masalah

Agar dalam penilitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat,
maka penulis perlu melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan

dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas :

1. Alasan dilakukan modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan

Surabaya



2. Analisis hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah
C. Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka
rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Mengapa terjadi modernisasi mahar nikah dalam pernikahan di
KUA Jambangan Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap modernisasi mahar
nikah di KUA Jambanan Surabaya?
D. Kajian Pustaka
Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya,
penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tetapi
penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi
terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Aqdatul Ihsan dari UIN
SUNAN KALIJAGA dengan judul : “Persepsi Pengantin Terhadap Mahar
Berupa Seperangkat Alat Sholat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun
2008)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi pengantin
terhadap mahar berupa alat sholat dan apakah faktor yang mempengaruhi
pengantin membayar mahar berupa alat sholat.

Dan hasil dari penelitian ini adalah persepsi para pengantin kotagede
terhadap pembayaran mahar berupa alat sholat adalah bentuk formalitas
dari pengalaman dan praktek pernikahan yang terjadi, serta menganggap

bahwa mahar berupa alat sholat wajib diberikan. Pengantin juga



mengatakan adanya kecenderungan memelihara budaya lama yang
menganggap bahwa pemberian mahar berupa alat sholat merupakan
bentuk paling istimewa, sehingga kebiasaan itu terus berkembang dan
menjadi tradisi masyarakat kotagede pada umumnya.

Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian
ini, dalam penelitian tersebut membahas tentang anggapan atau persepsi
masyarakat tentang mahar nikah berupa alat sholat, sedangkan dalam
penelitian ini membahas tentang modernisasi mahar nikah yang akan
menganalisa menurut hukum islam hukum dari menghias atau modifikasi
bentuk mahar nikah baik berupa uang ataupun alat sholat dan lainnya.
Studi kasus yang dilakukan juga berbeda, karena dalam penelitian
tersebut dilakukan di daerah Kotagede Yogyakarta, sedangkan dalam
penelitian modernisasi mahar nikah ini dilakukan di Kantor Urusan
Agama Jambangan Surabaya.'’

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Azwar Anas dari UIN SYARIF
HIDAYATULLAH dengan judul : “Konsep Mahar Dalam ‘Counter Legal
Draft” Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)”. Penelitian ini membahas
tentang mahar yang seharusnya diberikan oleh laki-laki kepada
perempuan, seperti yang terdapat dalam pasal 30 Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi dalam (CLD KHI)

perempuan boleh memberikan mahar kepada laki-laki dengan rumusan

® Aqdatul Thsan, “Persepsi Pengantin Terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Sholat
(Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)” (Skripsi — UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
2008), 6.



masalah apa latar belakang pembetukan konsep mahar dalam (CLD KHI)
dan bagaimana konsep mahar dalam (CLD KHI).

Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini.
Pertama, latar belakang konsep mahar dalam (CLD KHI) adalah
pluralisme, nasionalisme, penegakan HAM, demokrasi dan kesetaraan
gender. Kedua, konsep mahar dalam (CLD KHI) harus memberikan mahar
kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat.
Dengan demikian, konsep mahar dalam CLD KHI merupakan
bertentangan dengan hukum islam yang hanya diwajibkan kepada calon
mempelai pria.'®

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian
tersebut membahas tentang konsep mahar dalam CLD KHI sedangkan
dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap
modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan Surabaya.

3. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfaroby dari UIN SYARIF
HIDAYATULLAH dengan judul : “Transformasi Pemahaman
Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa
Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Penelitian tersebut
mempunyai rumusan masalah diantara adalah pengertian dan kedudukan
mahar di desa penegah dan sejak kapan diberlakukannya adat pemberian
mahar serta bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksaan

pemberian mahar.

'® Azwar Anas, “Konsep Mahar Dalam ‘Counter Legal Draft’ Kompilasi Hukum Islam (CLD
KHI)” (skripsi — UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 8.
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Penelitian tersebut mempunyai beberpa kesimpulan. Pertama, adat
pemberian mahar di daerah Penegah telah sesuai dengan yang dianjurkan
dalam syari’at islam. Kedua, adat pemberian mahar di daerah Penegah
tersebut sudah ada sejak pada zaman belanda, hingga sampai saat ini
masyarakat daerah Penengah masih terus melakukan dan sudah menjadi
adat daerah Penengah. Ketiga, sampai saat ini pemikiran masyarakat
Penegah masih tetap digunakan dalam pernikahan, karena itu merupakan
kelanggengan bahtera rumah tangga. '’

Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penilitian yang
akan penulis lakukan, dalam penelitian tersebut membahas tentang adat
masyarakat daerah Penegah tentang pemberian mahar, sejarahnya dan
bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian mahar tersebut.
Sedangkan dalam penelitian ini membahas modernisasi mahar nikah dan
hukum bagaimana menurut hukum islam, yang dilakukan di KUA
Jambangan Surabaya.

4. Dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Sri Susyanti Nur dan Abrar
Saleng dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul: “Aspek
Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut Sebagai Mahar Perkawinan di
Kabupaten Bantaeng — Sulawesi Selatan”.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui aspek sosioyuridis
lahan budidaya rumput laut di kabupaten Bantaeng yang dijadikan

sebagai mahar perkawinan. Hasil penelitian tersebut adalah yang pertama,

' Alfaroby, “Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi
Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)” (skripsi — UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2010), 4.
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bahwa menurut aspek yuridis formal, lahan budidaya rumput laut tidak
bisa dijadikan mahar perkawinan, karena laut yang digunakan sebagai
tempat budidaya bukanlah milik pribadi tetapi milik umum. Sedangkan
ditinjau dari aspek sosial budaya lahan bududaya rumput laut sah
digunakan sebagai mahar perkawinan.'®

Penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis, letak perbedaannya adalah penelitian
tersebut membahas tentang aspek sosioyuridis tentang lahan budidaya
rumput laut yang dijadikan sebagai mahar nikah, sedangkan penelitian ini
membahas tentang modernisasi mahar nikah yang dilakukan calon
pengantin di KUA Jambangan Surabaya, dan bagaimana hukum islam
menganalisa hal tersebut.

5. Dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Bambang Sugianto dari
Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara dengan judul: “Kualitas
Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang
Menyerahkan Diri Kepada Nabi SAW)”. Penelitian tersebut membahas
tentang kualitas da kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim,
dan membahas tentang Aadits yang menjelaskan tentang pemberian mahar
seorang laki-laki kepada wanita dengan cicin besi, serta ayat Al-Qur’an
yang menjelaskan tentang kualitas dan kuantitas mahar nikah.

Hasil dari penelitian tersebut mempunyai beberapa kesimpulan.

Pertama, bahwa hadits yang membahas tentang mahar cincin besi ulama’

'® Sri Susyanti Nur dan Abrar Saleng, “Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut
Sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng — Sulawesi Selatan” (Jurnal — Universitas
Hasanuddin, Makassar, 2013), 1.
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melakukan pendekatan konstektual kualitas minimal mahar adalah yang
senilai dengan cincin besi atau sejenisnya. Kedua, ulama’ lainnya
berpendapat bahwa mahar nikah dengan pengajaran Al-Qur’an dapat
disimpulkan bahwa batas minimal kuantitas mahar tidak terbatas, selama
ada keridhoan, kerelaan dan kesepakatan antara kedua pihak yang
melakukan akad.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan. Pembahasan dalam penelitian tersebut berisi tentang hadits
dan ayat Al-Qur’an yang membahas tentang mahar dan mengkajinya
untuk menetukan batasan kualitas dan kuantitas mahar nikah, serta
menggunakan pendapat beberapa ulama’, sedangkan penilitian ini
membahas tentang analisa hukum islam terhadap hukum modernisasi
bentuk mahar nikah dengan menghias mahar tersebut, dengan studi kasus
dilakukan di KUA Jambangan Surabaya.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. mendeskripsikan alasan dilakukan modernisasi mahar nikah dalam
pernikahan di KUA Jambangan Surabaya.
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap modernisasi mahar
nikah di KUA Jambangan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik

dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

1. Aspek keilmuan (teoritis)

a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji
masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu
saat nanti.

b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis,
terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan
penelitian ini suatu saat nanti.

2. Aspek terapan (praktis)
a. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek

modernisasi bentuk mahar nikah.

Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian
ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan al-Qur’an,
al-Hadis dan pendapat wulama’,

empat madzab,”” serta ketentuan

' Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.), 169
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dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI).
Modernisasi Mahar Nikah : pengindahan bentuk mahar dalam
pernikahan dengan menghias.
Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka penelitian ini akan
membahas tentang ketentuan — ketentuan dalam Islam terhadap hukum
menghias mahar nikah, berupa alat sholat, uang maupun sejenisnya, menurut
Al-Qur’an, Al-Hadis, pendapat para ulama’ serta pemikiran empat madzab.
Metode Penelitian
Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu yang
dipahami sebagai ilmu tentang metodologi penelitian, metode sendiri berarti
tata cara, yang didalam penelitian meliputi, antara lain, tata cara atau
prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan
merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengelolahan, dan
analisis data, pembahasan hasil analisi data, serta tata cara atau prosedur
untuk melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, pembuatan dan
penyampaian laporan hasil penelitian.20 Dalam penulisan skripsi ini peneliti
berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suraba.ya.21

1. Data Yang Dikumpulkan

*® Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Admajaya,
2007), 8.

?! Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2014).
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Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah adalah
data sebagai berikut :
a. Data lapangan, tentang bentuk mahar nikah dan wawancara
dengan catin yang melakukan modernisasi mahar.
b. Data kepustakaan, diperoleh dari buku — buku yang membahas
tentang hukum mahar nikah
2. Sumber Data
a. Primer :data dari calon pengantin dan KUA Jambangan
b. Sekunder: buku-buku yang terkait dengan mahar nikah, Undang-
undang, KHI, Jurnal dan Artikel
3. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah calon pengantin yang mendaftarkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Jambanan Surabaya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, adapun
wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara bebas, tetapi tetap
menggunakan pedoman petunjuk wawancara, agar wawancara yang
dilakukan memperoleh data yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
sebagai berikut:
1) Wawancara yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok
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permasalahan, adapun data lapangan di peroleh melalui
wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Jambanan Kota Surabaya, dan calon pengantin
yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Jambangan
Surabaya.

2) Observasi yang dilakukan dilapangan untuk mengamati
terjadinya modernisasi mahar nikah dalam perkawinan di
KUA Jambangan Surabaya.

3) Studi dokumenter atau pustaka untuk mendapatkan data
yang lebih lengkap, teknik ini penting dilakukan karena
beberapa materi terdapat dalam dokumen, jurnal atau buku
— buku yang terkait dengan penulisan skripsi.

5. Teknis Analisis Data

Setelah seluruhnya data diperoleh dari hasil wawancara, maka data
tersebut akan di analisa secara konten analogis, yang mana seluruh
hasil wawancara tersebut akan di analisa dan disimpulkan, sehingga
jawaban dalam penelitian ini dapat diketahui. Konten analisis
merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat
ditiru dan sahih data yang memperhatikan konteksnya dan analisa
seperti ini berhubungan erat dengan komunikasi dan isi komunikasi**.

Data yang diperoleh dari buku — buku, artikel — arrtikel maupun

tulisan karya ilmiah kemudian diklasifikasikan untuk dimasukkan

*2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (fortmat-format ketentuan kuantitatif dan
kualitatif; (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 182
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masing — masing variabel dan kemudian diintepretasikan. Begitupula
data yang diperoleh dari hasil lapangan maka setiap poin pertanyaan
dan jawaban dimasukkan ke variabel yang tepat untuk
diintepretasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka
penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang pengertian mahar
nikah, dasar hukum mahar nikah, pendapat madzab-madzab terhadap mahar
nikah serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengaturnya.

Bab ketiga, pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di
Kantor Urusan Agama Jambangan Surabaya, yang meliputi alasan-alasan
dilakukan modernisasi mahar nikah oleh calon pengantin di Kantor Urusan
Agama Jambangan Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisis alasan-alasan dilakukan
modernisasi mahar nikah oleh calon pengantin yang mencatatkan
perkawinannya di Kantor Urusan Agama Jambanan Surabaya dan analisis

hukum islam terhadap dilakukan modernisasi mahar nikah.
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Bab kelima, berisi penutup, kesimpulan, dan saran serta terakhir adalah

daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



